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ABSTRAK
Pelaksanaan perkawinan adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud
Kabupaten Rokan Hilir, adat yang masih kental di antara masyarakat namun
seiring berjalannya waktu adat dan ketentuan adat didesa sungai pinang ini tidak
begitu diperhatikan lagi, salah salah satu nya ketentuan pelaksanaan perkawinan
adat didesa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir.

Rumusan.masalah penelitian yaitu,-Bagaimana ketentuan pelaksanaan
perkawinan _adat yang ada didesa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten
Rokan Hilir. Dan apa kendala dalam pelaksanaan perkawinan adat didesa Sungai
Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini termasuk Kedalam penelitian,/hukum empiris dengan cara
survey dimana penulis-turun kelapangan untuk mengumpulkan-data yang akan
dijadikan bahan dalam penelitian ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah
deskriptif maksudnya penelitian ini menerangkan atau menggambarkan kenyataan
yang ada tentang pelaksanaan adat perkawinan yang ada di masyarakat desa
sungai pinang.

Hasil penelitian bahwa ketentuan pelaksanaan perkawinan adat pada suatu
perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak
dulu kala, sebelum agama-agama lain masuk di indonesia telah dituruti dan
sentiasa dilakukan. Ketentuan pelaksanaan tersebut sudah dilakukan pada hari-
hari sebelum  pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari Sesudah
melangsungkan - pernikahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama
H.Ahmad Lubisselaku datuk bendau (datuk bendaro/yang dituakan) menyatakan
dalam hal Setelah berlangsungnya rangkaian¢pélaksanaan perkawinan adat pada
pihak perempuan, maka istri dari’ ninik-mamak pihak laki-laki datang beserta
rombongan dikediamam mempelai perempuan, untuk menjeput mempelai laki-
laki dan perempuan. Tetapi pada saat ini kendala dalam sosial merupakan gejala
yang sangat melekat disetiap masyarakat sehingga adanya kendala dalam
pelaksanaan perkawinanan adat didesa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten
rokan hilir. Masyarakat. Melayu didesa sungal pinang dahulu melakukan
perkawinan sesuai dengan yang diwariskan“oleh nenek moyang dengan tidak
melakukan kesalahan sihingga tidaka.menimbulkan kendala pada proses upacara
perkawinan. Sehingga proses upacara perkawinanya dengan menggunakan adat
aslinya. Tahapan-tahapan yang di mulai dari sebelum perkawinan, pada saat
perkawinan dan sesudah perkawinan. Pada sistem adat perkawinan masyarakat
melayu sekarang berbeda dengan proses perkawinan yang aslinya karena ada
tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah tidak ditemukan lagi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perkawinan Adat, Ketentuan Adat.



ABSTRACT

The practice of indigenous marriages in the village of the pinang river has
been reduced to a peak of indigenous indigenous practices in the region but over
time the customs and customs of the pinang river village have been reduced to a
level of attention, one of the provisions for the indigenous marriage in the village of
the pinang river district district.

The research problem is, how is the provision for indigenous marriages in
the pinang river village of reduce pujud district. And what are the obstacles to
performing indigenous marriages:in thevillage ofithe pinang river district district of
pujud district.

This research includes an empirical legal study in which the authors are on
the ground to collect the data that will provide the research. The nature of this study
is descriptive, or descriptive, that it defines or describes the existing reality of the
practice of marriage in the people of the pinang river village.

Studies have found that the requirements for formal marriage ina marriage
are rooted in age-old customs.and beliefs, and that ‘before other religions in
Indonesia have. been adopted and have always been carried out. The terms of the
practice are carried out in the days preceding the wedding.and on into the days
following the wedding. The result'of'the interview conducted with H. Ahmad Lubis
as datuk bendau (datuk bendaro/yang dituakan) states in the case of a series of
customary marriage operations on the part of the female, the wife of the ninik
mamak of the male party came and the bride and.groom went in, to pick up the
bridegroom and the bride. But at this time constraint in social communities is such
an ingratory phenomenon in the region that it has already begun to develop
indigenous marriage in the village of the pinang river. Malays in the village of the
pinang river used to perform marriages in accordance with the passed down by the
ancestors by not committing any mistakes which caused no difficulty in the process
of the marriage ceremony. The mating ceremony using its own originality. Stages
that begin before marriage, at marriage and after marriage. The traditional Malay
marriage system is now different from the original because there are perform stages
that are no longer found.

Key words: practice, custom marriage, custom provisions.

Xi



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

KATAPENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Puji dan syuk is panjatkan kepada A WT yang mana telah

rips

AS ISLA

hasanah,

setiap maha

untuk me

maupun materil kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M. C. L., sebagai Rektor Universitas
Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

Xii



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Bapak Dr. Muhammad Musa., S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau yang telas banyak membantu penulis dalam

menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

kerjakan ini.
6. Ibu Selvi Harvia Santri., S.H., M.H., selaku pembimbing saya yang telah
banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan serta meluangkan

waktu untuk penulis demi pembuatan skripi yang penulis buat.

xiii



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah
memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis

selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Hukum Universitas

10.

penulis berdo®e

saleh disisinya.

kekurangan baik dari segi redaks Jpun teknik penulisan, karena dengan
keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala kebaikkan
untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi

penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang ditengah-tengah

masyarakat.

Xiv



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Akhirnya kehadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, Semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan

manfaat kepada penulis, mahasiswa/mahasiswi, masyarakat, agama, dan negara

Indonesia.

“

‘\\\\\\\\\\\“

%

XV



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..o i
SURAT PERNYATAAN ... e e e i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN. ....ccoiiiii i i

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI........ooiiii e iv

.................................. %
......................... vi
............... vii
........................... viii
....................... X
......................... Xi
................... Xii
................... Xiii
.................... XVi
...................... 1
....................... 1
........................... 15
...................... 15
................................... 16
......................................... 26
. MetodeEn S0 N B ... 27
BAB 11 TINJAL g « AW SR 31
A. Tinjauan AWI NIl ............................ 31
B. Tinjauan U an Adat Melayu....... 42
BAB 111 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.........cccccoooiiiiiiiieeeeenen, 54
A. Ketentuan Pelaksanaa yang ada didesa Sungai Pinang
Kecamatan Pujud Kabupate T RSP R 54
B. Kendala terjadinya dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Sungai
Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ..........c.ccocoeviniiiiiennnn 66
BAB IV PENUTUP ..ottt 77
A, KESTMPUIAN ... 77
B SAIAN e 78
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 79
LAMPIRAN .ottt ettt et ettt sn et e 84

XVi



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB |

PENDAHULUAN

p sendiri

Manusia seba 4 . berkumpul
bersama : E i ma a suka hidup
imulai dengan

adanya suatu ke dimane pe ul rasa ingin tahu

Perkawinan di anggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan
dalam Undang-undang baik secara internal maupun eksternal. Artinya apabil a
seorang pria dan wanita berniat ingin melaksanakan perkawinan telah siap secara

lahir dan batin, dan juga siap secara materi untuk menopang kebutuhan hidup

1 C.T. Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Pn Balai Pustaka, Jakarta, 1984,
him. 09.
2 Sudiyat, Hukum Adat dan Sketsa Adat, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, him. 107.
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setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakannya secara sah dari agama

yang dianut maupun dari Undang-undang yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah menga

pemerintah

g e ama_sekali kedua mempelai
itu pada saat p Q m :
‘\‘\»

masing-masing pakai pade a kecil) serta kemudian nama baru
(nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.
b. Sesuatu yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami isteri, yaitu

“garwa” (jawa) istilah ini berasal dari kata—kata ‘“sigaraning nyawa”

(artinya adalah belahan jiwa). Jadi jelas dari sebutan tersebut diatas, nyata

3 Salim, H. M, Adat Sebagai Budaya dan Kearifan Lokal Untuk Meperkuat Eksistensi Adat
Kedepan, Volume 4 Nomor 2 (Juli-Desember 2018 him 6).

4 Prakoso, D. M. Asas Asas Perkawinan Hukum Perkawinan di Indonesia, PT, Bina Aksara Jaarta,
197, hal. 50.
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sekali pandangan orang jawa bahawa suami isteri itu merupakan suatu

ketunggalan.

c. Adanya ketunggalan harta benda dalam perkawinan®

Banyakny asing—masing

daerahnya eh masyarakat
sekitar, masya nenek moyang

terdahulu sebaga idupan sehari—

hari®

Seperti y erupakan negara
yang memiliki u bangsa tersebut
maka banyak pula . Seperti didesa yanga

Pujud, khususnya di Desa Sungal Ni yang mayoritasnya menganut suku

melayu.

Ada lagi hukum adat yang bercorak demokrasi, bahwa segala seuatu harus

diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih dipentingkan

° Wignjodipoero S, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Pt Gunung Agung, Jakarta, 2010, him.
97.
6 Soekanto, S. Hukum Adat, Raja Grasindo, Jakarta, 2002, him 76.
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dari pada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan

perwakilan sebagai sistem pemerintahan’

Hukum adat disusun dari pribahasa lama yang berbunyi “Adat bersandingkan

. Sehingga

disesuaikan de i ) N pI a.yang sering di
gunakan ol ang a : sungai Pinang yaitu
dengan pri

ditobang de

Yakni orang yang berdomi kawasan kecamatan Pujud yang
termasuk dalam ahli keluarga dari suku—suku yang ada yaitu :
1. Suku sembilan : Melayu, Kuti, Seberang, Ampu, Bono, Pungkut, Kandang

Kopuh.

" Siregar, F. A. Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. Vol 4 No 2 edisi Juli Desember 2018,
Hal.6.

& Asmin. Status Perkawinan Antar Agama. Jakarta, 1986 Pt, Dian Rakyat. Hal. 6.
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2. Suku Siali-Ali
3. Suku Anak Raja-Raja yakni Maharajo Bosa dan Majo Lelo.

Berdasarkan hasil keputusan rapat adat Tahun 1972 Si Ali-Ali Maharajo

dalam masyarakat, ya N e i.ma ata pepatah adat

yang berb / lah se , ’ ' dan sebanyak
pasir nandi, * ‘

Mengik 2 : mny 5 donesia, kita
mengetahui dise : , ’ punyai khasnya

masing — mas
masing—masi

kemudian il da ' uk’ menambah guna

surut itu dapat dilalui sehingga identitas kebudayaan tetap dapat dipertahankan
pada asalnya. Walaupun ada beberapa perubahan dan tambahan dengan berbagai
fariasi tetapi tidak mengubah adat sebenarnya yang diwarisi secara turun temurun
itu.

Pelaksanaan adat istiadat tidak menutup pintu dari peradaban—peradaban

yang lebih maju, tetapi hal ini tidaklah hukum itu sendiri serta tidak bertentangan
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dengan adat istiadat yang asli. Jika ada bagian—bagian yang di pandang baik dan
serasi lalu di ambil untuk menambahkan kekayaan adat, sejalan dengan hal ini

kebudayaan dapat hidup sesuai dengan perkembangan zaman.

atas orang

desa dan pe

perkawinan dan urutan kerja pada perkawinan, disini penulis langsung saja
menyebutkan ketentuan dan urutan kerja dalam perkawinan yang ada di Desa
Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, didalam masyarakat
Desa Sungai Pinang selalu memegang prinsip tatanan dan urutan kerja adat

terutama pada saat melaksanakan urutan kerja dalam perkawinan, sebelum
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ISJIAIU

nenyj wejsy se)

dilaksanakannya perkawinan masyarakat desa sungai pinang terlebih dahulu

melaksanakan urutan kerja dalam melaksanakan perkawinan;

A. Ketentuan pada perkawinan adalah sebagai berikut :
A LTS b 'O@ )
ot
&

)

8) Penyerahan uang mahar/maskawin  kepada pengantin

perempuan.
9) Petauh petakek supaya dilaksanakannya, yang pelaksanaannya

dilaksanakan dan diatur oleh lembaga adat atau ninik mamak.
10) Pelaksanaan petauh petakek dilaksanakan sebaiknya pada

malam hari setelah acara kenduri selesai.
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2. Urutan kerja pada perkawinan

1) Pertama—tama orang tua calon penganti memberitahukan niik

2) mamak anaknya menurut urutan jadwal perkawinan.

Dalam

<A NN

N )
ﬁ‘

perkawinan

seorang wanita Se

—
c
x~
Py
@
c
QD
=
«Q
(<5}
—~
=
c
3
(<8}
=

tangga) yang bahagia de

Perkawinan di Indonesia pada da a diatur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur
pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-
undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-undang ini diberlakukan,
maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga

diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam

pelaksanaan perkawinan.
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Dengan berlakunya Undang—undang perkawinan tersebut, maka ikatan antara
pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan

mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

keluarga, : 5 ) i, bergantung
kepada tata SuU: arakat ya ersan pok-kelompok
yang menyats 4 & an—k -‘ ersekutuan hukum
(kaum keraba {

melangsung

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, perkawinan yang mempunyai akibat
hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan

adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasah sanak” (hubungan anak-

% Sudiyat, I. Hukum Adat dan Sketsa Adat, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1987, hal 107.
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anak, bujang gadis) dan “rasah tuha” (hubungan antara keluarga dari para calon

suami-istri)1°

Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan

|5°n‘3m'§n‘g|i&! a dalam kehidupan

- - ] _ .I‘ :- " -
wajib dilakukan aga ‘selamat baik dal winan maupun
dalam perjalané i pas3 ! S an perkawinan

tersebut!?.

a. Perkawinan bertujuan uarga rumah tangga dan hubungan
kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan

atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota

kerabat.

10 Hadikusuma, H. Hukum Perkawinan Adat, Bandung Adiyat Bakti, Bandung, 1977 hal, 28.
1 Rato, D. Hukum Perkawinan dan Wasiat Adat, Laksbsng Yustitia, Surabaya, 2021, hal. 29.

10
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c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita

sebagai isteri yang kedudukannya masing—masing ditentukan menurut

hukum adat setempat.

berbedabeda. Dikalangan masyarakat adat yang susunannya patrilineal pada
umumnya dianut bentuk “perkawinan jujur” (“magoli”, Batak, “tunak”, Pasemah,
“beleket”, Rejang, "nuku”, Palembang; “ngakuk, hibal”, Lampung). Dikalangan
masyarakat adat yang patrilineal alternerend (kebapakan beralih-alih) dan
matrilineal, pada umumnya dianut bentuk “perkawinan semenda”, sedangkan

dilingkungan masyarakat adat parental dianut bentuk “perkawinan mentas”.

11
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Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kota di Provinsi Riau sebagai
hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, di Kabupaten Rokan Hilir merupakan

pusat adat dan budaya Melayu. Kebudayaan melayu asli yang telah ada

dipengaruhi ole ‘ ‘ 3. dan Eropa. Hal ini
terlihat p a '\&R“ .b& am, belanda
: ak Parkawing ea ) banyaknya

melayu Ri
kelurahan d&

Kabupaten

wanhat

-
"\
“-‘
5 5
=

modern dan global bahwa hukum sele rubah, bagi manusia yang selalu hidup
bermasyarakat, perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi perkawinan

merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat.

12 Admin, “Rohil Perjuangkan Tegaknya Adat Istiadat Melayu " https://kongreskebudayaan.id
(diakses pada 5 juni 2022)

13 E Erdianto, “Sejarah Snigkat Rokan Hilir” Htps://mediacenter.rohilkab.go.id (diakses pada 05
Juni 2022)

12
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Pelaksanaan perkawinan di Desa Sungai Pinang sangat kental dengan corak—

corak budaya melayu yang berasal dari para leluhur (nenek moyang) terdahulu

tidak hanya dari pelaksanaan perkawinan saja tetapi juga dalam pelaksanaan sunat

pelaksanaan ya i - : aturan pelaksanaan

perkawinan i Desa Sungai

Pinang Ini sesuai dengat
peraturan—pera gi adat. Walau

bagaimanap melalui proses

Mengingat hukum adat huk encerminkan kepribadian dan jiwa
bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih

relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.'*

Perkawinan memiliki multi makna, ada makna relijius, makna ekonomis,

makna sosial dan makna yuridis. Oleh karena itu, setiap orang, keluarga, kerabat,

14 Abu Bakar, L. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem
Hukum Indonesia”, 2013 (Jurnal Dinamika HukumVol. 13 No. 02 Mei 2013), 322

13
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atau masyarakat berusaha untuk mewujud kannya dengan berbagai bentuk upacara
dan ritual. Dalam kaitannya dengan itu, perkawinan memiliki potensi perubahan,

kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran sekaligus menyimpan potensi

dilapang
pujud ka
Pelaksanaa

satu conto

Tata-tat

suluo air (me

saat mereka

dilanjutkan acara pelaksanaan perka
ada kepastian untuk melaksanakan perkawinan, maka mawar menerima pinangan

dari orang lain. Pada saat masih berstatus sebagai tunangan dari budi.

15 D. Rato, “Hukum Perakawinan Adat dan Wasiat Adat”. Laksbsng Yustitia, Surabaya, 2021.
Hal. 43.

18 Desi Susanti, D. K, “Pergeseran Perkawinan Adat Melayu di Desa Teluk Mega Kecamatan
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”, 2017 (Vol. 4 No. 1)

14



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Sudah jelas bahwa adanya pelanggaran tata aturan adat di Desa Sungai
Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh mawar.

Dimana seharusnya mawar membayar berlipat ganda uang adat sebanyak Rp.

1.500.000 menja' ‘ ‘ in berupa emas. Tetapi

mawar h ‘5\%“ .bg’

Maka da ikenaka ‘3 a membayar
p o

dat tersebut.

yenulis tertarik
an Adat Pada

Masyara - ) ang Kecamata aten Rokan Hilir”

B. Masala
Berdasarkan. ura i ar : ka penulis

merumuskan

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan perkawinan adat
yang ada di desa sungai pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan

Hilir.

15
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b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan perkawinan adat

di desa sungai pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat penelitian

bagaimana
desa sungai

pelaksanaan

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang an, Pada Pasal 1 menyatakan bahwa
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam undang-

undang terebut dikatakan juga dalam Pasal 2 bahwa sebuah perkawinan dikatakan

16
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sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

itu.l?

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam

dan bers : I tumbuhan,
hewan dan ma g kka : ati ra. ami. Berbeda
dengan itu : / guna 3 Jandung keabsahan
secara huk 3 a 3 adat, dan terute gama. Makna nikah
adalah akad ¢ al . dalam Kahan terdapat ijab

(pernyataan pe 2 pihak pere 1) d ataan menerima

dari pihak | ‘ ersetubuh. 18
r 4
Aturan t jaral sederhana yang
dipertahankan a ’ nasyarakat adat dan

Di Indonesia aturan tata tertib perka u sudah ada sejak zaman kuno, sejak
zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai

Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja

17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
18 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Figih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2014. HIm. 7.

17



menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing,

karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.®

Di indonesia pelaksanaan pernikahan bukan hanya dilakukan sesuai dengan
hukum positif,-akan tetapi juga seiringan dengan hukum agama dan adat. Secara
konsepsional, hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat. Untuk
memberikan-defenisi hukum;-Setiap orang mempunyail konsep-tersendiri, tetapi
bicara hukum biasanya padat dengan norma atau aturan yang memiliki akibat itu
tentumya hukum dan sanksi. Sedangkan kebiasaan ( adat ) yaitu suatu perbuatan
yang dipedomani secara turun temurun oleh masyarakat yang bentuknya tidak
tertulis. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hukum adat ini merupakan

adat yang memiliki sanksi atau adat yang mempunyai akibat hukum.?

Biasanya setiap perkawinan dalam hukum adat didahului dengan adanya
ikatan yang disebut dengan pertunganan-yang merupakan pengikat bagi kedua
belah pihak sesual dengan hukum adat. Pertunangan vyaitu hubungan yang
dilakukan dalam hubungan kerabat untuk maksud mengukat tali perkawinan anak
mereka dengan jalan peminagan, pertunangan.ini mengandung arti masa tunggu

semenjak diterimanya tanda pemikat sampat terjadi perkawinan kedua mempelai.

Adat istiadat merupakan pencerminan dari kesadaran hukum atau identitas
suatu bangsa, tidak ada suatu bangsa yang tidak mengenal adat istiadat. Dalam

hukum adat perkawinan dilihat sebagai upaya kedua belah pihak menjadi satu

19 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama), Mandar Maju,Bandung, 2007. HIm. 1.

20 Zulherman Idris, Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Keberadaannya, UIR Perss, Pekanbaru,
2005. Hal. 04

18
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ikatan, ikatan yang jelas terlihat adalah bentuk ikatan emosional yang kuat.
Pengaruh ini dikarenakan rasa pengayoman yang besar dari rumpun suku yang

merupakan dari perangkat adat pada masyarakat adat yang dimaksud, pengertian

yang disebut sebagai adat dan perkawin: S ir batin antara
seorang priz jai ¢ J IS _"‘ nembentuk keluarga

(rumah tang

Sistem patrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan menurut garis keturunan
bapak, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki—laki saja dan
karena itu mengakibatkan bagi tiap—tiap individu dalam masyarakat semua kaum
kerabat ayahnya masuk didalam batas hubungan kekerabatannya. Golongan

masyarakat yang bersifat kebapakan atau patrilineal biasanya dengan kawin

21 M.Koesno, Hukum Adat sebagai Sebuah Modal, Mandar Maju, 1992. Hal. 33
22 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Praneka Cipta, Jakarta, 2005. Hal. 33

19
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jujuran,dalam hal ini nampak jelas istri dibeli oleh keluarga suami dengan

sejumlah uang tunai yang dapat dinilai sebagai pembelian atau tidak inilai

demikian.

individu dalam \ a kere a Ma atas hubungan
kekerabata

Berarti ah sua rkawin e rdiam dirumah

istri atau di ling istrinya. Da i sendiri tidak

termasuk keluaga i " nak—ana N3 p milik ibu dan

hubungan kekerabatannya.

Pada prinsipnya antara suami dan istri tidak ada perbedaan dalam hak
kedudukannya didalam keluarga masing—masing, keadaan ini menimbulkan hal-

hal yaitu dalam suatu perkawinan suami dan istri masing—masing mempunyai dua

B P, S.R, “5Sukudi Indonesia yang Menganut Paham Matrilineal”,
https://merahputih.com/post/read/5/suku/di/indonesia/yang/menganut/paham/matrilineal (diakes 5
Juni 2022).

20
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keluarga, dan dalam kekeluargaan orang tua keduanya juga memiliki dua

keluarganya, dua keluarga yang dimaksud adalah dari keluarga bapaknya dan

keluarga ibunya.

kan penelitian
serta menujukk alite - aian ini  peneliti
mencamtu penelitian yang
hendak dila ian yang sudah
terpublikasikan™ ata : erupakan penelitian
terdahuluya erupa ips : asih terk ngan tema yang

penulis kaji :

dan Hukum Adat Desa Liang). teknik pengumpulan data yang dilakukan
dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu Penelitian Kepustakaan
(Library research) dan Penelitian Lapangan (Field research) Dari hasil
penelitian ini, menunjukkan bahwa: dalam perkawinan adat di Desa Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah banyak tahapan-tahapan

yang dilalui, misalnya: tahap pemberitahuan akan peminangan,

21
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peminangan,penentuan besarnya harta adat, serta penyerahan harta adat.

Bahwa di daerah manapun adat perkawinan itu banyak dipengaruhi oleh

faktor agama yang dianut oleh masyarakat setempat.*

ndog, ijab gabul, upacara

panggih, sungkeman, resepsl, iring-iring atau ngunduh manten dan
kondangan besan,

c. setelah prosesi perkawinan : selamatan, tilik pengantin, selapanan.

Upacara adat ini dilakukan pada hampir semua lapisan masyarakat.?

24 Khalidah Oppier,Skripsi : “Sistem Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Di Desa Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan
Hukum Adat Desa Liang) ”,(Makasar: Uin Alauddin, 2012), Hal.66.

22



3. Asmaniar dalam jurnal Binamulia Hukum Vol 7 No 2 (2018) dengan
judul Perkawinan Adat Minangkabau.Dalam Penelitian ini Minang atau

Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat

garis keturunan

budaya
= :
E'Q a penting
S yang sangat
=
W
Er - baru penerus
E— f agama Islam,
& =
= e ndang Nomor
E E asyarakat adat
-
g E" aitu perkawinan
-
< By Kawin pantang
- >
&= 2 .
©w = ak se-ibu atau se-
;‘ = gkabau ada 2 (dua)
5 = '
E - yaitu pihak perempuan
E winan dan dalam kehidupan
=
= rumah tangga, dari mulai  mencari jodoh hingga pelaksanaan

perkawinan; 2) Perkawinan menurut kerabat laki-laki, yaitu pihak laki-
laki yang menjadi pemrakarsa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari
mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup

sehari-hari. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami

% Nukhayati, Eli, Skripsi: “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat ( Kajian Terhadap Upacara Perkawinan Adat )
Di Kabupaten Batang.” (Semarang:UNNISULA, 2017), Hal. 33.
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perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang
suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri, kini suamilah yang

bertanggungjawab dalam keluarganya.?®

o
)
D
A
@
@
o
—
o
=

g
da |
o

%
o

ergeseran atau

sifat penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, diperolen kesimpulan bahwa prosesi
pelaksanaan perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya
Negara Sanggau masih tetap dilaksanakan, namun telah terjadi pergeseran

atau perubahan dari tradisi aslinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor

% Asmaniar, A. (2019). Perkawinan Adat Minangkabau., Binamulia Hukum, 7(2), 131-140.
https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23
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perkawinan campuran, faktor perekonomian, faktor agama serta faktor
rumitnya pelaksanaan adat perkawinan.?’

5. Skripsi Surya Arion (2019). Dengan Judul “Kajian Tentang Pelaksanaan

(penelitian

mber bacaan

selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, Baik itu syarat
perkawinan maupun aturan pelaksanaannya. Dan apabila melakukan

pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi menurut hukum adat

27 Tri Kusherawati, “Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Melayu Keluarga Keraton Pada
Istana Surya Negara Sanggau”, 2019 (Fatwa Hukum Vol 2 No 3)
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diantaranya membayar denda hilangnya mahar sebesar Rp.1.500.000;

kepada kepala adat.?®

E. Konsep Operasiona

rencana yang
sudah di su - yinan atan lahir batin
antara seorz n tujuan untuk

membentuk keluarga ) ia dan kek )€ an yang Maha

Esa.

i an untu menaati

Adat adalah t ' "*\- emurun dari generasi ke

it

grasinya dengan pola—pola

i lai b Q ua
generasl laln sebagal &““

perilaku masyarakat Desa merupakan desa yang memiliki

pelaksanaan perkawinan sama halnya dengan desa yang lainnya.

Desa adalah pembagiaan wilayah administratif di Indonesia dibawah

kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.

28 Surya arion, skripsi:”kajian tentang pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum
positif di indonesia”, (Medan:UMA, 2019), hal.60.
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Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang di pimpin

oleh camat.

edalam penelitian
lapangan untuk

enelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di desa sungai pinang kecamatan pujud
kabupaten rokan hilir, penulis tertarik melakukan penelitian ini di desa
sungai pinang karena adanya pelaksanaan perkawinan yang jelas dan
berlaku di masyarakat tersebut.

3. Populasi dan responden

27
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Adapun populasi yang penulis gunakan adalah masyarakat yang

melakukan perkawinan di desa sungai pinang pada tahun 2019 dan kepala

suku di desa sungai pinang.

o
»

o
=)
[
&

NO Responden

Pasangan yang melakukan
2 | perkawinan adat pada tahun 5 5

2019

Sumber data : Januari tahun 2019
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. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari pasangan

vinan di_de 03 g pada tahun 2019
)
wanat i,

buku hukum

pertanya secara

a memperkuat

kan oleh peneliti

i fenomena

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil kuisioner dipilih menurut
masalah pokok serta dikumpulkan dan disusun selanjutnya diolah dan
disajikan dalam bentuk tabel dengan cara membandingkan antara data
lapangan dan peraturan perundang—undangan yang dijadikan dasar yuridis

dalam masalah pokok. Sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara

29
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dapat mendukung data melalui kuisioner yang dapat disajikan dalam

bentuk uraian kalimat yang terang dan rinci.

7. Penarikan Kesimpulan
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

perempuan

untuk mewujudk atu | ) angga sa kasih sayang

bahwa perkawinan itu tidak hanya pakan ikatan lahir atau batin saja, akan

tetapi ikatan kedua-duanya.

Ada berbagai pendapat mengenai perkawinan dari beberapa para ahli hukum,

antara lain:

29 Asyhadie, H. Z., Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional Perdata (BW), Hukum
Islam, dan Hukum Adat, Rajawali Pers, Depok, 2018.
30 Thalib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1974.
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Subekti mengemukakan, perkawinan adalah hubungan yang sah antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.!

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, perkawinan adalah suatu hidup bersama

perjanjian wanita untuk
menghalalkan an kelamin antara 3 gan dasar sukarela
dan keridhoa pbahagian hidup

gan cara yang

yang tujuannya Q‘.
- m .
?

Soemiyati mengatakan, pe

dan menjaga ketentra
N

pakan perjanjian antara seorang
laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian,
tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan

wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.33

31 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2002

32 Wirjono Prodjoikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1980.
33 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta,
2007.

32



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari pengertian-pengertian dapat disimpulkan tidak adanya pertentangan satu
sama lain, Karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah

adalah perjanjian antara calon suami istri untuk memperbolehkan bergaul sebagai

an bukan hanya
nvinan menganut

pertalian jiwa

Dan dalam Pasal 2 KHI perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah.

34 Abdul Shomad, Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

% Ahmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia, 2015 (Al 'Adl, Vol
VII No 13)
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2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat perkawinan ini terdiri dari: syarat-syarat materil, yaitu syarat mengenai

orang-orang Yyang berhak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai

ntang Perkawinan
menyebutke : ‘ keluarga (rumah
tangga) ya g Maha Esa.
Sehingga u lap orang yang

akan melan 1 Tahun 1974,

berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum
berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).

3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita

sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
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4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam

hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).

masing agama da ercayaannysa “Selanjutnya asal 4 KHI juga
mengatakan . ah ¢ a di an menurut hukum

Islam sesuai

dalam Pasal 5 KHI. Pencatatan p an ini merupakan suatu yang sangat
penting dalam melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan salah
satu peristiwa hukum, di mana setelah dilakukan perkawinan yang sah akan

menimbulkan akibat hukum antar kedua belah pihak.
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3. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib

ditaati dan dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan Allah melalui firman-

Nya yang ter dala ) dalily. A ah. Firman Allah

berpasang-

aram untuk dinikahi.

. QS. An-Nisa ayat ungkinan laki-laki berpoligami
sampai sebanyak-banyaknya empat orang istri dengan syarat
akan dapat berlaku adil. Jika tidak bisa bersikap adil, hendaklah
beristri satu orang saja.

e. QS Ath-Thalag, QS Al-Bagarah ayat (229, 230, 231, 236, 233,

237) yang menerangkan mengenai Thalag.

36 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Ull, Yogyakarta, 2000. Hal. 2-7.
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f. Al-Quran Surat Annisa ayat 1

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha

Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Ari, 2020)

Anjuran menikah juga dapat dilihat pada dalil As-Sunnah, seperti dari H.R
Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas*ud r.a dari Rasulullah yang

bersabada:
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“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan,
maka nikahilah, kerena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga

kehormatan. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk itu,

hendaklah ia sela endali baginya.”

rang telah
agamanya

(karena tela D menjag \ s epada Allah

atkan, “Barang
siapa yang tetapi enggan

untuk melakuks

4. Hukum-hukum Perkawinan

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari“atkannya
perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah
mubah (boleh). Namun berdasarkan ,,illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya,
maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah,

makruh, haram dan mubah.
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a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang

dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi

kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul

leh orang-orang

menafkahi dan

Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki
dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.

Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk
melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan
berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan

isterinya.
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Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu
lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan,

misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika

awinan adalah suatu

bahwa per _' _" < me H_ '_ ah tangga yang

sakinah, m

Dalam a S\ dijela g tujuan pernikahan,

yaitu:

isteri-isteri dari jenismt ] l*’ ung dan merasa tenteram
N LI o

kepadanya, dan dijadikan-Nya d asa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk
menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah,
mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah

menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila
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pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan

ajaran yang telah disyari“atkan dalam agama Islam.

barang siapa

yang tidak Unne 7 g0 (HR. Bukhari

Menur : shazali dalam Ki @n bahwa tujuan

perkawinan

a.

b. syahwatnya dan
menumpa

c. Memenuhi a 6 o diri dari kejahatan dan

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan

yang halal.
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e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram

atas dasar cinta dan kasih sayang.®’

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dan Perkawinan Adat Melayu

adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.3

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah:

1 Adanya tingkah laku seseorang.

2 Dilakukan terus-menerus.

37 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, lhya 'Ulumuddin, Daar Fikr, Beirut. Hal. 27
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ke 111, Liberty,
Yogyakarta, 2007. Hal. 108
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3 Adanya dimensi waktu.

4 Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan. kelakuan seseorang yang

kemjuan masyaraka endak zaman. A ang hidup didalam
masyarakat

sumber poko

Menurut josewoj 1 hwa adat adalah

hukum.3°

Dan didalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak
satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk
berlakunya kembali hukum adat ada pada aturan Peralihan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 Pasal 11, yang berbunyi:

% Bewa Rangawina, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, Universitas Padjajaran,
Bandung, 2009.
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“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku,

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini .

Aturan Peralihan Pasal Il ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum

perkara ! aturan adat yang
dijadikan da | ng L ementara Tahun
1950 ini pelaksg a belum : eralihan Undnag-

Undang Da¢

Dalam olongan hukum
indonesia tetapi  bila
kepentingan ' - aka pen 11_';-7 Undang-Undang
dapat menent : KAN@RRO

4) Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum

mereka yaitu hukum Eropa.

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-Undangnya, bukan pada hakim yang
menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera. Pasal 131 ayat (6) menyebutkan

bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku
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adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka

yang berlaku adalah hukum Eropa.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 Pasal 23 ayat (1) menyebutkan

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar

berlakunya hukum adat di Indonesia adalah:

1) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD
1945.
2) Aturan Peralihan Pasal 11 UUD 1945

3) Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
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4) Pasal 7 (1) UU No. 14/ 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakiman.4°

2. Sistem Perkawinan Adat

b)

ana pada sistem ini
ar sukunya. Sistem

Tapanuli, Gayo,

Q% ah-daerah tersebut di atas lambat
laun mengalami pe . a, hingga larangan kawin itu
diberlakukan pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

c) Sistem Eleutherogami
Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan seperti pada dua

sistem sebelumnya. Larangan-larangan dalam sistem ini hanyalah pada

yang memiliki hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin

“0 1bid
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karena Nasal (turunan yang dekat) seperti, kawin dengan ibu, anak
kandung, nenek, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga

dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Mushaharah (periparan)

m inilah yang paling

‘!\n\\‘ '0.

:E 3. Ben 2 “

= el

=

— n‘ﬂ 2 di Indonesia
W

E & adalah seb

w =

o Z

& =

= g

E =, laki) mengajak
-

g ; n. Peminangan
- g

E- > ya diungkapkan
B :

@ = minang biasanya
o

w -

hT = lompok kerabat dan
= =

ﬂ-

=

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki- laki
melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan
dengan laki-laki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa.

Maksud daripada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah

4l | Nengah Lestawi, Hukum Adat, 1999. Hal. 41
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untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari

perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara-saudara atau keluarga.*?

3. Kawin Lari (berlarian untuk kawin)

*—h ana suami dan istri sudah

lai hidup bek QI
mulai hidup beku a‘ “@,

suami bekerja mengabdi k
terbayar lunas.

4. Sistem Perkawinan Adat Melayu

Pernikahan adat memang selalu memberikan kesan yang tak bisa untuk

winnya belum lunas maka si

mertuannya sampai mas kawinnya

dilupakan. Manis, sedih, khusyuk, serta memukau. Dari sekian adat pernikahan

42 Te Her, Asas—Asas dan susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti poesponoto, Pradya
Paramitha, Jakarta. Hal. 188-199
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yang dapat terlihat memukau yaitu pernikahan adat Melayu yang dijadikan
sebagai sebuah prosesi pemersatu dua keluarga, pernikahan bangsa Melayu tidak

pernah lepas dari keberagaman aspek sosial. Keberagaman membuat entitas dalam

osial dalam sebuah

berandam, aka fam ¢ : apun penjelasannya

yakni seba

merah, hijau, ataupun kuning karena itu lah hari ini disebut juga
dengan hari menggantung. Dan biasanya hal ini tidak dilakukan oleh mak
andam sendiri, melainkan akan dibantu oleh muda-mudi sekitar rumah
mempelai wanita, yang mana proses ini biasanya dilakukan lima atau

bahkan tujuh hari sebelum perhelatan dilakukan.
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2. Berinai curi
Berinai curi merupakan prosesi malam berinai untuk kedua mempelai,

kegiatan ini dilakukan selama satu atau dua hari sebelum perhelatan

kan dipercaya

menolak bala,

ai pemanis dan

makhluk halus,

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Berandam atau biasa disebut juga dengan Berdandan merupakan
kegiatan yang paling disukai oleh kaum perempuan yaitu dengan
membersihkan muka dengan mencukur bulu roma yang terdapat di wajah,
membersihkan anak rambut pada bagian wajah dan tengkuk, serta
membentuk alis agar lebih cantik. Maknanya ialah untuk memberikan

penampilan yang indah sebagai lambang persiapan daripada calon
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pengantin perempuan untuk menjadi isteri yang sempurna lahir dan
batinnya.

Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari sehari setelah kegiatan malam

dilakukannya
dilakukan pula

ai dan dihadiri
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5. Akad Nikah
Tibalah pada acara yang paling sakral yaitu akad nikah atau ijab kabul,

ijjab yang bermakna menyerahkan anak peremuan daripada pihak
perempuan dan kabul yang bermakna jawaban atau penerimaan anak
gadisnya untuk menjadi isteri yang diterima oleh pengantin laki-laki. Pada

prosesi inilah sah atau tidaknya pernikahan ditentukan. Biasanya akad
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nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan yang dilakukan setelah

sholat isya dengan dihadapkan pada penghulu dan saksi-saksi sesuai

hukum syarak.

ara anak laki-laki dan anak
perempuan yang dilanjutkan lagi dengan barzanji dan marhaban yang

dilangsungkan oleh kaum perempuan saja.

. Hari Bersanding

Hari yang paling dinantikan oleh pasangan pengantin adalah hari
bersanding ini setelah mereka akad nikah dan sah menjadi suami isteri.

Hari bersanding dimulai setelah shalat Dzuhur di mana pengantin pria
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akan diarak dari rumahnya menuju kerumah pengantin perempuan untuk
kemudian disandingkan di pelaminan.

Pengantin perempuan sudah bersiap di pelaminan menunggu

. menunggu

memegang

4 Mhd. Ilham Nurhadi, Tahapan Pernikahan Adat Melayu,
https://www.riautime.com/news/detail/4498/tahapan-pernikahan-adat-melayu (diakses 7 Juni

2022)
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Roberto dan Ida, mereka melaksanakan pernikahan pada 25 juni 2019
pasangan suami istri ini mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti atau
melakukan urutan-urutan pelaksanaan perkawinan adat di karenakan adanya
perbedaan suku yang mengharuskan istri dari roberto ini harus menumpang atau
masuk suku. Yanga awalnya dari suku mandailing beralih ke suku melayu namun

karena lain dan satuhal kami tidak melakukan perubahan dari suku tersebut
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sehingga terjadilaah ninik mamak dari desa sungai pinang ini tidak bisa ikut serta
dalam perkawinan kami, dalam bentuk permasalahan apapun yang kami hadapi

kedepannya baik itu salah malah dari saya atau pun dari istri saya orang-orang

o
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8
> g
SuAth
D
=
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>
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£
QDD

yang cuku

Pasangs
melangsun

bahwa perka

‘fq‘t\ﬁ\\\
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Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pasangan yang
melangsungkan perkawinan adat didesa sungai pinang kecamatan pujud
kabupaten rokan hilir pada tahun 08 agustus 2019, yang merupakan pasangan
suami istri bernama tanto dan rina. Mereka menyatakan bahwa perkawinan
mereka pada awalnya memang ingin dilaksanakan menurut ketentuan adat. Dari

urutan-urutan kerja adat kami tidak melaksanakan urutan dalam petuah petakek
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karena kami merasa petuah petakek ini, tidak terlalu di pertimbangkan dalam adat

dan juga kami merasa petuah petakek hanya dilakukan di zaman oleh orang orang

terdahulu saja.

kami dan s

memainka

sama, sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan ditempat masing-masing.

Seperti di desa sungai pinang kecamatan pujud kabupatan rokan hilir.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pasangan suami istri
sebelumnya, penulis juga melakukan wawancara bersama H. Ahmad Lubis selaku
datuk bendau (datuk bendaro/yang dituakan) menyatakan dalam hal-hal

pelaksanaan perkawinan itu tidak boleh dilakukan diluar dari aturan yang telah di
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setujui para petinggi-petinggi adat, datuk H. Ahmad Lubis juga mengatakan
dalam setiap rangkaiaa adat itu haruslah dilaksanakan, kalau bisa harus

dilaksanakan sesuai urutannya. Adat di desa ini sudah ada tata aturan pernikahan

Dilaksa

pengantin.

XY BN
2

“h
ﬁ“
-E

maka hasil kept

. & ‘ amarar erima. Maka ulak katunya
W

diadakan boleh siang bo a ada kesempatan dan waktu, oleh
ninik mamak dari pihak perempuan yang dilakukan oleh ibu dari ninik
mamak perempuan dan beberapa orang anggota keluarga lainnya kerumah
pihak laki-laki. Dalam rapat menerima lamaran yang menerima tepak
tersebut ialah orang dari sumondo jika orang sumondo tidak ada, boleh

diganti dengan saudara atau adik dari pihak laki-laki kepada mamak soku,

kalau mamak soku tidak ada boleh langsung kepada mato buah pouik.
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3. Antar katuo

Dikerjakan oleh ninik mamak perempuan pihak laki-laki kepada pihak

perempuan paikan kepada ninik
S“ Ve “
eri : “ﬁ ak katuo itu

bl

kurangnya mato buah perut kedua belah pihak, dengan dihadiri dan
disaksikan oleh pemerintah setempat sekurang-kurangnya ketua RW
atau RT kode pada ulang-ulang

c. tanda diiringi sirih pinang maka kenduri perkawinan niatnya harus

memotong kambing jika memungkin pada saat pelaksanaan kenduri
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d. tanda yang disertai pinang maka kenduri perkawinan nantinya tidak
harus memotong kambing

e. penyampai (juru bicara) pada waktu antar kato haruslah dilakukan dari

ang bersangkutan dan
SVt '..‘
-

desa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir adalah sebagai berikut:

1. Maskawin (Mahar) ditentukan oleh adat adalah sebagai berikut;
a. Untuk perawan adalah seperangkat alat sholat, jika dinilai dengan uang
sebesar Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah).

b. Untuk janda Rp. 30.000, (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
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c. Untuk ninik mamak kedua belah pihak Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu
Rupiah).

d. Untuk dua orang saksi Rp. 20.000, (Dua Puluh Ribu Rupiah).

i eh para ninik mamak
N \\\\\“ '0.
: i em[ ‘5 amping Kiri

a dilaksanakan

malam hari

b. selanjutnya ninik mamak pihak perempuan berunding dengan ninik
mamak laki-laki.

c. apabila telah disepakati maka, kalau memungkinkan diadakanlah rapat
kerja perkawinan tersebut.

d. undangan rapat kerja pada perkawinan tersebut dilaksanakan oleh ninik

mamak dan oleh orangtua pengantin.
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e. yang wajib diundang antara lain; anak kemenakan, orang sumondo, kaum

famili, handai taulan dan orang yang dianggap perlu

undangan pada

terlebih dahulu

4. Perkerjaan mengundang dan memanggil para undangan

a. Untuk undangan pucuk-pucuk suku dan pejabat desa, pengundangnya
adalah salah seorang ninik mamak ahli kenduri.

b. Yang diundang denga tepak adalah penghulu, perangkat desa (Sekdes,

LKMD, Kepala Dusun) pucuk pucuk suku, P3N, Kapolres, Babinsa atau

yang mewaklinya.
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C.

Undangan umum dilaksanakan oleh anak kemenakan dan sebaiknya oleh

orang sumondo laki-laki atau perempuan.

5. acara akad nikah, yang diatur oleh ninik mamak yang punya kenduri beserta

sepanjang bata

mamak.

Peralatan mengarak pengantin.

a.

b.

Tepak sirih

Gulung tikar 2 (Dua) yang masing-masing gulung tikar dan gulung tikar
tidur.

Kode pada jumlah bantal paada gulung tikar yakni, jumlah 12 (Dua Belas)
maka jamuan pada kenduri itu adalah kambing, jika jumlah bantal 9

(Sembilan) maka jamuan pada kenduri itu tidak terikat.
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3. Urut jalan beratur waktu mengantar mempelai pengantin

4. Acara menyambut rombongan mempelai

a. Rombongan dipersilahkan masuk oleh orang yang ditunjuk

‘%\ oleh ninik_m ‘,‘ i-laki kepada ninik
Bl 15
5.
pelai laki-laki

disambut mempelai laki-
laki pada waktu
pemberian :4 nnya atau tidak
didekatkan K
6. Acaram

uk tepung tawar
orang-orang ya diantaranya, datuk
bendahara, datuk p apolsek, babinsa, P3N,
datuk-datuk pucuk suku g sumondo dari kedua belah

pihak, orang-orang yang di hormati dari kedua belah pihak mamak soku dan

orangtua dari kedua belah pihak mempelai

7. Khatam kaji dan bersandingnya pengantin yang diantar oleh ninik mamak
ahli kenduri

8. Jamuan besar
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lalah jamuan puncak kenduri itu dihadiri oleh kepala desa besarta aparatur
pemerintahannya, anak kemenakan, orang sumondo dan para undangan lainnya.

Duduk para undangan diatur oleh ninik mamak ahli kenduri dengan pedoman

ai dari air cuci
Jn lainnya.

baru yang

9. Petuahp

Untuk pel eski kenduri itu
selesai malam h '@. ukup ninik mamak
kedua belah pihak da elai, orang sumondo dan

Pakaian yang dipakai pada saat petuah petakek dilakukan:
a. Pengantin laki-laki berpakaian melayu samping
b. Pengantin perempuan berkebadaya
c. Duduk diacara tersebut diatur menurut aturan adat yakni duduk beraturan

jalan baring
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Sebelum berlangsungnya acara petuah petakek pengasuh perempuan terlebih
dahulu melaporkn kepada induknya dengan maksud untuk membawa mempelai

perempuan menyembah pucuk, oleh induk menyebutkan kepada ninik mamak

tempay sumondo,.c i K penghulu (Aparatur
S \\\\\“ '0. A

o o s . ﬁ

" 4

X

puan sekaligus

HRALRAND
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b. pada acara kenduri supaya disiapkan penerima tamu, untuk mengatur tamu
ketempat duduknya.
c. khusus untuk petugas mengundang atau panggie memanggie yang telah

ditunjuk yang ditugaskan diberi bantuan sebesar Rp. 100.000 per

kendaraan.
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11. pakaian pengantin, pengantin memakai pakaian yang telah diatur oleh adat,
adapun pakaian pengantin yang di atur ialah:

a. pakaian pengantin laki-laki memakai pada saat akad nikah atau ijab kabul

LAnNAYL

o
§ 5

B. Kendala terjadinya dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Sungai
Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
Dahulu tradisi atau adat istiadat perkawinan orang Melayu dilakukan masih

murni menggunakan adat, dibandingkan dengan zaman sekarang semua serba

44 Suku Sebelas, Hukum Adat, Sanksi Adat, Tata Urutan Nikah Kawin, Rokan Hilir, 2014. Hal. 6-
13
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praktis. Adat istiadat dalam perkawinan banyak yang tidak dilaksanakan lagi,
walau dilaksanakan hanya sekedar mengambil syarat saja tidak sesempurna adat

yang seharusnya. Hal ini sangat dicemaskan sekali karena lambat laun adat

masyarakat akar enga ‘ an yang terjadi
di masyara denc ha asyarakat pada
masa sekar an an | ada mas : in, perubahan

sosial meru

perkawinan masyarakat melayu seka erbeda dengan proses perkawinan yang

aslinya karena ada tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah tidak ditemukan lagi.

Adapun kendala terjadinya dalam pelaksanaan perkawinan adat di desa
Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan beberapa

kendala yaitu:
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1)

2)

3)

4)

Ekonomi
Kendala pelaksanaan perkawinan dari segi ekonomi sering menjadi

penyebab dari kendala pelaksanaan perkawinan menurut adat, hal ini

g ada, contohnya dalam
pelaksanaan perkaw ad ering terjadi karena ketertarikan dari
masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan dari budaya barat sehingga
menjadi kendalam aturan-aturan adat yang telah ada.

Perkawinan antar suku

Kendala dalam pelaksanaan perkawinan sesuku ini biasanya terjadi di
anata pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adat, biasanya salah

satu dari pasangan tersebut berbeda suku dan berbeda aturan pula yang ada
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sehingga menyebabkan sering terjadinya kendala dalam pelaksanaan

perkawinaan adat.

Dari hasil wawancara bersama Bustomi selaku ninik mamak suku Melayu,

Sekarang, sanga enju i ﬁ akan ketentuan
benar-bena
terjadi kepa _ i sekarang. Hal in @arena pernikahan

secara kota (modern) lebi ima . sekarang, ditambah

perkawinan adat Melayu di Roka engalami pergeseran atau perubahan
bahkan hampir di tinggalkan. dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa kendala
yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan perkawinan adat.

seperti contohnya modernisasi dan pernikahan antar suku.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terfokus pada pokok masalah

tentang kendala pelaksanaan perkawinan adat melayu. Penulis melakukan
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observasi lapangan dengan melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data
kepada 5 orang ninik mamak suku melayu di kecamatan pujud dan 5 pasangan
yang melakukan pernikahan pada tahun 2019 untuk mengetahui kendala

terjadinya pelakanaan perkawinan menurut adat-melayu di kecamatan Pujud.

Dalam wawancara bersama beberapa ninik mamak yang ada didesa sungai
pinang kecamatan pujud.kabupaten rokan hilir’bersama dengan pasangan yang
melangsungkan perkawinan adat, dalam wawancara tersebut mereka (pasangan
suami istri) mengatakan karena pelaksanaan perkawinan adat di desa sunpinang
kecamatan pujud ini susunan aturan acara adat nya sangat bayak dan juga
memerlukan waktu yang lama dari kendala diwaktu kami juga merasa terkendala
dalam masalah keuangan karena mengingat susunan acara yang begitu panjang
dan banyak memerlukan biaya yang tidak sedikit juga mulai dari acara merisik
atau bertunang sampailah ‘pada acara, perkawinannya. Sehingga kami berpikir
untuk melaksanakan perkawinan adat tidak sesual dengan susunan acara adat di
desa sungai pinang ini, untuk masalah-atau salah malah yang kami lakukan

mungkin ada yang harus kami bayar (sangsi adat) kepada apaarat adat di desa ini.

Selaras dengan pernyataan diatas, penulis juga mewawancarai Wahidin
selaku ninik mamak dari suku kandang kopuoh mengatakan dari yang sama-sama
kita tau hidup di desa ini memang banyak aturan yang harus kita patuhi, karena
masyarakat desa ini masih mengandalkan budaya yang ditinggalkan oleh para
nenek moyang Kita terdahulu bisa dilihat dari salah satu contoh nyata saja seperti
adat istiadat pelaksanaan perkawinan banyak masya rakat yang sudah

terpengaruhi oleh gaya dari dunia luar (orang barat) untuk melangsungkan
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pernikahan. Sehingga lupa dengan ketentuan dari adat yang ada di desa ini sendiri,
tetapi dari adat sendiripun tidak melarang untuk melaksanakannya di desa namun

untuk kedepannya meraka juga tidak bisa melaksanakan atau membuat acara yang

kendala yang Jale : aka ada pula
sanksi adat

masing-mas

Sehubu menurut adat,

kendala lain amak dari suku

potang kompeh Kkinin di tobang de 2liong kinin), maksudnya masalah dulu
dapat diselesaikan dengan aturan yang dahulu masalah yang sekarang dapat

diselesaikan pula dengan aturan yang sekarang.

Tetapi dengan adanya pernyataan tersebut bukan berarti kita bisa
melaksanakan perkawinan adat dengan dan tanpa adat, karena aturan-aturan

dalam tata pelaksanaan sudah ada sejak dahulunya.
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Dari pernyataan Roberto dan lda pasangan suami istri yang mengatakan
bahwa mereka tidak mengikuti atau melakukan urutan-urutan Kketentuan
pelaksanaan perkawinan adat di karenakan adanya perbedaan suku yang
mengharuskan istri® dari roberto.ini harus_menumpang atau._masuk suku, dalam
melaksanakan perkawinan kami memang mengalami kendala sehingga kami tidak
mengikuti  pelaksanaan perkawinan “inis s Kendala yang kami alami dalam
melaksanakan perkawinan adat ini bukan semata mata-untuk kami saja, jika kami
mempunyal keturunan di masa mendatang maka anak dari kami ini tidak bisa di
pegang oleh adat. Maksud dari dipegang adat ini anak kami tersebut bukan anak
kemenakan dari suku manapun yang ada didesa sungai pinang ini dikarenakan
istri saya belum menumpang atau masuk suku yang ada di desa sungai pinang ini,
jika istri saya ini sudah masuk suku barulah anak saya atau bisa di pegang oleh
adat dan jika ada masalah yang kami hadapi kedepannya orang-rang adat pun bisa
menjadi penengah di antara kami. Kendala dalam kami melaksanakan acara adat
ini jelas dari keuangan, ditambah lagi dari pihak istri saya belum masuk ke suku

melayu maka otomatis kami perlu biaya yang begitu lebih.

Tanto dan rina selaku pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan
pada tahun 2019 mengaku tidak melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan adat
karena adanya kendala dalam melaksakan urutan kerja adat seperti petuah petakek
atau menyembah disebabkan karena waktu yang membuat kami tidak bisa
melaksanakannya. Dan tentu juga ada salah malah yang harus kami bayar seperti

membayar uang adat kepada ninik mamak dari suku kami.
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Pasangan Aldi dan Eka pasangan ini mengatakan, memang awal-awal kami
ingin melaksanakan pernikahan ini sesuai dengan urutan kerja adat tetapi sebaik-
baiknya rancangan kita lebih baik lagi rancangagn Allah. Mereka juga
mengatakan perkawinan adat;.akan tetapi_setelah mempertimbangkan keadaan
dimana_waktu itu kami lebih memilih untuk tidak melaksanakan sulur-sulur air
karena mengingat membutuhkan rbiaya [Karena tata pelaksanaan adat, dan ada
kendala lain'yang membuat kami tidak melakukan pelaksanaan adat itu tidak, dari
segi biaya sudah pasti dan dari segi lainnya tidak bisa kami jelaskan secara detail
lagi karena itu cukup menjadi pelajaran untuk saya. lya ada yang harus kami
bayar dalam adat berupa uanga dan kain sepengadak untuk ninik mamak sebab
yang kami langkahi urutan kerja adat yang menyangkut banyak nya andil pucuk

suku,orang semondo di dalam susunan tersebut.

Abdul dan Hanni pasangan suami istrisiniZmelangsungkan perkawinan tanpa
adanya malam berinai atau bercuri inai, mereka mengatakan kendala pada malam
itu karena salah satu istri dari orang semondu tidak ada (tidak hadir) sebab satu
dan lain hal. Maka dari .itu kami mengantikan susunan acar dengan malam
begambus (qgasidah), itu tidak maslah selagi bukan dari kehendak kami dan tidak

ada salah malah yang harus kami bayar kepada orang adat.

Pasangan yang berikutnya yaitu pasangan dari Rama Dan Endang, pasangan
ini  mengatakan kami tidak melibatkan ninik mamak dalam malam
bermusyawarah dikarenakan kami memang tidak ingin melangsungkan
perkawinan kami ini susuai ketentuan dari adat, pada saat itu kami ingin

melaksanakan pernikahan ini seperti orang-orang yang ada dikota. Bukan tidak
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ingin akan tetapi kendala kami ada pada ekonomi kamiyang tidak mencukupi
untuk membuat acara sesuai dengan adat, namun pada saat itu kami juga dapat

persetujuan dari keluarga. Jelas ada kesalahan yang harus kami bayar berupa nasi

air sampai kepa ara 14 Y ang banyak. Bukan

karena ekonom ena waktu jug: asan mereka untuk

istiadat yang lambat laun dapat me emurnian upacara dan adatnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dalam tradisi pernikahan
Melayu melalui simbol-simbol dan serangkaian prosesi yang ada di dalamnya.
Pemaknaan terhadap nilai-nilai pendidikan tersebut baru didapat setelah melalui

proses penalaran dan penghayatan atau rasa yang mendalam. Dalam pengertian
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lain, nilai-nilai pendidikan itu tersirat di dalam serangkaian simbol dan prosesi

adat-istiadat pernikahan tersebut.

Ambil saja contohnya adat merisik, yaitu prosesi mencari tahu informasi

ikahan melayu
k tepung tawar,

petuah peta ed . ate : aru bisa diterima secara

agama.

Berkenaan dengan adat meminang, tidak dibolehkan seorang laki-laki
meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Tepuk tepung tawar
dianggap sebagai simbol doa keselamatan bagi pasangan suami-isteri yang akan
menjalankan bahtera rumah tangga. Mandi damai dan mandi berhias merupakan
simbol yang diyakini sebagai upaya pembersihan diri dengan maksud

menyingkirkan nasib buruk.
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Pada kenyataannya walaupun nilai keimanan yang tersimpul dalam budaya
Melayu khususnya dalam tradisi pernikahan Melayu sangat sarat nilai, namun

karena tidak dipahami, maka pelaksanaanya kurang mampu berkorelasi terhadap

Dari ha ara tersebut dapat disit al-nilai keimanan
pada tradisi pe ar | lah mulai -‘ ila ‘ dengan tradisi
modern, hal ters et .‘ a' @ -f » teraksi dengan
kebudayaan as 3 . sa di 3 dat-istiadat melayu

hari ini yang sudz i prosesadapta gan.ko pan modern.

pemuliaan terhadap para tamu. Aka pi dalam pesta pernikahan hari ini, sudah
banyak yang tidak melaksanakannya lagi dan diganti dengan adat ala prancis yang

katanya lebih praktis dan mudah.
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BAB IV

PENUTUP
KESIMPULAN

antar  suku. 2but mengakibatkan  proses

perkawinan masyarakat mela ampir semua mengalami unsur-unsur
perubahan pada setiap proses perkawinannya. Dampak dari perubahan adat
perkawinan melayu terhadap masyarakat melayu sendiri, orang melayu
tidak akan mengetahui bagaimana adat perkawinan masyarakat melayu

pada zaman dahulu karena perkawinan masyarakat melayu yang dipakai

saat ini ialah adat perkawinan melayu yang sudah berubah.
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B.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penelitian mengenai Pelaksanaan Perkawinan

Adat

1)

2)

di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, adalah

san budaya
‘B?ug'qﬂbégta'r N0e ngajarkan kepada

melayu yang

galkan. Beberapa

na tersendiri bagi

melestarikan adat perkawinan Melayu, sehingga tidak mudah terkikis oleh
perjalanan waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern. Untuk
tetap menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu, diharapkan
kepada masyarakat untuk tetap menggunakan adat perkawinan Melayu

sebelum terjadinya perubahan.
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